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PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR %// TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Menimbang :

Mengingat: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018 tentang Kecamatan, perlu menyusun kembali pendelegasian
kewenangan Bupati kepada camat yang ditetapkan dengan
peraturan bupati.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tenu.ang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;



Menetapkan :

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008
Nomor 3);

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan
Kecil Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah,;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah,;
Bupati adailah Bupati Lombok Tengah;
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten;
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Lombok Tengah;
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan  diwilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum
yang menjadi wewenang Daerah Otonom;
Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat
selaku unsur penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja
Kecamatan;
Pendelegasian sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian
hak dan kewajiban, menentukan atau mengambil kebijakan
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi
kewenangan Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Non perizinan adalah proses penyelenggaraan, penetapan,
fasilitasi, pengawasan, dan hal lain yang menjadi kewenangan
Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Rekomendasi adalah pertimbangan yang berisi catatan sebagai
bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan
permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya dalam
bentuk surat rekomendasi;



13. Pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh camat
dengan membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau
iselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan,
atau diperintahkan dalam bentuk pemantauan atau monitoring
dan permintaan laporan atas pelaksanaan suatu kegiatan;

14. Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah proses rutin dan berkala
untuk melakukan pengumpulan data, pengukuran dan kajian
sistematis untuk menginvestigasi efektivitas program/kegiatan
dalam penyelenggaraan kewenangan yang dimiliki;

15. Pelaporan adalah proses rutin pengumpulan data dan
pengukuran kemajuan obyektif terhadap suatu
program/kegiatan.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

{1) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat didasarkan pada
prinsip akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan eksternalitas:
(2) Tujuan Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat :
a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan
efisien;
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara langsung kepada
masyarakat;
c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur kecamatan.

Pasal 3
(1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang telah didelegasikan
oleh bupati.
(2) Kewenangan pemerintahan yang telah didelegasikan kepada camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan perizinan dan non
(3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
pelayanan terpadu dengan kriteria:
a. Proses sederhana;
b. Objek perizinan berskala kecil;
c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks
d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.
(4) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan kriteria:
a. Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
b. Kegiatan berskala kecil;
c. Pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin.
(3) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri dari:
a. Pelayanan perizinan, meliputi:
1) penerbitan, perpanjangan, penarikan retribusi dan pencabutan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal dan bangunan
tempat usaha 1 (satu) lantai dengan luas bangunan <100 m?.
2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
untuk rumah tinggal dan bangunan tempat usaha 1 (satu) lantai
dengan luas bangunan <100 m?;
3) Penerbitan, perpanjangan dan pencabutan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) untuk skala usaha mikro dan usaha kecil
dengan modal usaha < 500 juta.



b. Pelayanan non perizinan, meliputi:
1) Pembinaan Anggota Sat Pol PP di wilayah kerjanya,
2) Pengawasan terhadap izin usaha dan IMB yang diberikan oleh Camat;
3) Pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk
bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan
catatan sipil serta urbanisasi penduduk di wilayah kerjanya,;
4) Pengusutan dan pembongkaran pelanggaran IMB tempat tinggal dan
tempat usaha dengan luas bangunan < 100 m?;
5) Pembinaan penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana dan
pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
6) Pelantikan penggantian antar waktu (PAW) anggota BPD.
(6) Pemungutan retribusi dalam penyelenggaraan kewenangan pelayanan perizinan
oleh camat -dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang
berlaku.

Pasal 4

(1) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan
pembiayaan, personil serta sarana dan prasarana.

(2) Dalam menyelenggarakan kewenangan, Camat harus memperhatikan :
a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pendelegasian kewenangan;
c. Standar Pelayanan Minimal.

(3) Dalam menyelenggarakan kewenangan, Camat harus berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara fungsional membidangi
dan/atau berkaitan dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2),
Bupati dapat membatalkan Keputusan Camat.

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada
Camat dialokasikan melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah

BAB III
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja
camat yang mencakup :
a. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati

kepada Camat;

b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



(3) Monitoring dan evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang didelegasikan
kepada Camat dilaksanakan setiap 6 (enam) Bulan dan akhir tahun.

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana  dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan pada laporan semester dan laporan akhir tahun yang
disampaikan oleh Camat serta hasil monitoring di lapangan.

(5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dasar bagi Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap
camat.

(6) Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan kajian dan memberikan
rekomendasi kepada Bupati untuk meningkatkan kinerja camat.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat
harus dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dan setiap akhir tahun kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah, dengan ketentuan :

a. Laporan setiap 6 (enam) bulan sekali yang disampaikan paling lama
tanggal 15 bulan berikutnya.

b. Laporan akhir tahun yang disampaikan paling lama 31 Januari tahun
berikutnya.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan
kewenangan yang didelegasikan kepada Camat setiap tahunnya.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Program kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan kewenangan
camat;

b. Kinerja pelaksanaan program kegiatan, yang meliputi: realisasi fisik dan

keuangan serta pencapaian target/penetapan kinerja.

Pelaksanaan SPM dan SOP;

Sumber daya pendukung (sarana dan prasarana, personil dan pendanaan)

Masalah yang dhadapi;

Solusi yang telah dilaksanakan.

MmO oo

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan yang
didelegasikan kepada Camat dengan melakukan sosialiasi, bimbingan
teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur,
dan kriteria masing-masing bidang wurusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

(2) Kepala OPD yang membidangi kewenangan yang didelegasikan kepada
Camat memberikan pembinaan melalui penetapan petunjuk pelaksanaan/
petunjuk teknis, bimbingan teknis dan bimbingan administratif terhadap
penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) OPD sebagaimana dimaksud Ayat (2) menyampaikan laporan berkala hasil
pembinaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 Seri
Nomor 36 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

...........

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok

Tengah.

Diundangkan di Praya
pada tangeal ...c.:cosimonemiivassasies

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
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H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR ...........



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR ........ TAHUN ........
TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah
menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2013
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan (good governance) sekaligus
sebagai bentuk pemberdayaan terhadap kecamatan dalam
melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat. Namun seiring dengan dinamika perubahan
masyarakat yvang diikuti dengan perubahan struktur organisasi
pemerintah daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan

penyesuaian.

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat harus
mengutamakan prinsip ekternalitas dan efisiensi sehingga mampu
memangkas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik. Agar dapat berjalan sesuai ketentuan, maka
mekanisme kerja, sistem evaluasi, hubungan serta mekanisme
pembinaan dan pertanggungjawaban perlu diatur secara lebih jelas

dan rinci.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah
penanggungjawab penyelenggaraan suatu kewenangan ditentukan
berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak
yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu kewenangan.



Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah
penyelenggara suatu kewenangan ditentukan berdasarkan perbandingan
tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip efektifitas” dalam ketentuan ini adalah
penyelenggara suatu kewenangan ditentukan berdasarkan ketercapaian
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan suatu
kewenangan.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah
penyelenggara suatu kewenangan ditentukan berdasarkan luas, besaran
dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu
kewenangan .

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR............



